
WALIKOTA PEKALONGAN 
PRO VINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 

NOMOR 53 	TAHUN 2021 

TENTANG 

PEDOMAN BIAYA RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH 
DAN WAKIL KEPALA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf a Peraturan 
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 
Walikota dan Wakil Walikota disediakan biaya rumah 
tangga dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, telah dialokasikan biaya rumah tangga 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
Pekalongan tentang Pedoman Biaya Rumah Tangga Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan 
Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta 
Penyampaiannya; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN 
BIAYA RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA 
DAERAH KOTA PEKALONGAN. 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Pekalongan. 

2. Kepala Daerah adalah Walikota Pekalongan. 

3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Pekalongan. 

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

penyelenggara 
pemerintahan 

5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 
hak dan kewajiban daerah tersebut. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

8. Biaya Rumah Tangga adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan 
minimal terselenggaranya rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah, sebatas kemampuan keuangan daerah. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran dan penggunaan 
Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

BAB III 
PENGANGGARAN 

Pasal 3 

(1) Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan 
dalam APBD pada Kelompok Belanja Langsung, Jenis Belanja Barang Jasa. 

(2) Penganggaran Biaya Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setiap bulannya untuk 
Walikota dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya 
untuk Wakil Walikota dan i Pendapatan Ash i Daerah dan APBD selama 1 
(satu) tahun anggaran. 

(3) Anggaran Biaya Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 
membiayai rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

(4) Pelaksanaan penganggaran Biaya Rumah Tangga dilaksanakan Sekretariat 
Daerah Kota Pekalongan. 
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BAB IV 
PENGGUNAAN 

Pasal 4 

(1) Dalam hal pelantikan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah 
dilaksanakan sampai dengan tanggal 15 (lima belas), Biaya Rumah Tangga 
dapat digunakan mulai bulan berkenaan sesuai dengan ketentuan Pasal 3. 

(2) Dalam hal pelantikan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah 
dilaksanakan setelah tanggal 15 (lima belas), penggunaan Biaya Rumah 
Tangga mulai bulan berikutnya. 

Pasal 5 

(1) Penggunaan Biaya Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 
(3) adalah bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan terselenggaranya 
rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

(2) Perincian penggunaan Biaya Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dialokasikan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. 

BAB V 
PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan. 

Ditetapkan di pekalongan 
pada tanggal 	=opt:ember 2021 

WALIKOTA PEKALONGAN 

ACHMAD AF ARSLAN DJUNAID 
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